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JALANNYA RAPAT
Protokol :

Bismillahirrahmanimahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Rapat Paripuma DPRD Kabupaten Bintan. Senin, 19 November 2018 dimulai, Pembukaan Rapat Paripuma
dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintan.
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Sesua dergar Fermran Menen Dalam Negen Nomor 38 Tahum 2018 tentang Pedoman
Fenyeseran Agoae Pendapais Do Bsiane Dascah (APBD) Tahun Anggaran 2018, pada pasal 1 ayat
2 terwms pecoman pewsunan APSD adaish pokok ksbiakan ssbaga petunjuk dan arah hagi Pemerintah
Jeemr Dagm Peowsonan. Pemtanasasr dan Penetapaan APBD. Pada pasal 2 ayat (1) bahwa pedoman



APSD Tahun Anggaran 2019 meliput

a Sinkronsasi kebijakan pemenntah daerah kebjakan pemenntah
b. Prinsip penyusunan APBD

¢. Kebgakan penyusunan APBD.

d Tehnis penyusunan APBD dan hal khusus lainnya.

Dalam hal ini, pedoman dan petunjuk kepada Pemenntah Daerah untuk menyesuakan dan
kebijakan-kebjakan pembangunan Pemenntah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten termasuk aspirasi yang
berkembang di tengah-tengah masyarakatl untuk diakomodir dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran
2018, Kebjakan umum penyusunan anggaran Yyang dituangkan didalam APBD Tahun Anggaran 2019,
struktur uniuk mendukung pertumbuhan ekonomi, serta diarahkan unfuk penanggulangan kemiskinan
kepatutan, efekifitas dan efesiens:

Dengan menggunakan dasar RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021, APBD memiliki peranan
yang sangal penting unituk mempercepal gerak foda pembangunan, terutama dalam menggerakkan
pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahleraan masyarakal Oleh karena itu diperiukan
sinergi yang bak dan komitmen bersama. khususnya antara Eksekutif dan Legisiasf dalam penyeienggaraan
Pemerintahan Daerah, sehingga Ranperda APBD Tahun Anggaran 2019 ini, pembahasannya dapat
Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berjalan sesuai dengan
wakiu yang ditentulan”.

Protokol :

Penyampaian penjelasan Kepala Daerah terhadap Rancangan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran
2019, Kepada Bupati Bintan desiiahikan.

Yang terhormat saudara Ketua, Wakd Ketua dan seluruh Anggota Dewan Perwakdan Rakyat Deerah
Kabupaten Bintan; Yang lerhormat saudara Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan  Daerah Kabupaten
Bintan: Yang terhormat saudara Sekretanss Daerah Kabupaten Bintan; Yang terhormat saudara Kepala Badan
| Dinas / Kantor | Instansi dan Pimpinan Unit Kerja diinglkungan Pemenntah Daerah Kabupaten Bintan, serta
para undangan dan hadirin yang berbahaga.

Segala puji syulur kita panjatian kehadirat Alish SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas mpahan rahmat,
taufik, hidayah dan karunia-Nya, sehingga pada saat ni kita dapat hadir pada rapat sidang Paripuma Dewan
Perwaidian Rakyat Deerah Kabupaten Bintan dengan agenda penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan
Pergturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran
2019,

Saudars Katua, Waki Ketua dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Merupakan momen yang
WMMEMWWMTMWMHMM
konkrit dan kera bersama antara Pemenintah Daerah dan DPRD. Dalam rangka melanuikan pembangunan &
Kabupaten Bntan

“insha Allah kerjasama antara Pemenntah Daerah dan DPRD tersebut akan bermantaat bag selunn
harmonis, berbudaya dan memiild daya saing Snggi Rancangan APBD tahun 2019 menmpakan tahun
keempat dan pelaksanaan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka mencapa
menyusun pondasi dengan mersformasi arah pembangunan daersh men@ad lebh produkdf, merata dan



berkeadilan.

Bertanggung jawab alas hasi proses dan penggunaan sumber dayanya. Dalam konieks
meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan
alokasi anggaran, yang beroientasi pada tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD guna peningkatan
kinerja pelayanan dan peningkalan kesejahleraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019, dalam proses perencanaan dan penggangaran
lelah menggunakan sistem e-planning dan sysiem e-budgeting, suatu system yang saling leritegrasi. E-
planning dan e-budgeting merupakan sistem informasi berbasis web yang dikembangkan untuk memfasilitasi
proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan adanya e-planning dan e-
budgeting, ini diharapkan dapat terbangun sinergitas perencanaan antara pusal dan daerah, memberikan
kemudahan bagi semua pihak, baik masyarakal dan semua stakeholder terhadap akses informasi, sebagai
acuan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan,

‘Kelersediaan informasi di dalam e-planning nantinya akan mendorong masyarakat untuk
berpartisipasi dalam program pembangunan daerah, dengan adanya e-planning ini diharapkan dapat
menjaring masukan dan menjadi ajang berbagi pengalaman dalam pengembangan dan pemanfaatan aplikasi
e-planning dan e-budgeting dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, penerapan sistem
juga sesual dengan semangal peraluran pemerintah nomor 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa
keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan.

Namun kita menyadari bahwa sislem yang kita bangun belum sempuma dari itu kami mohon kepada
semua pihak untuk berperan aktif dalam memben masukan dan saran. Dalam kesempatan ini juga saya
berharap kepada semua stakeholder untuk lebih berhati-hati dalam pelaksanaan program kegiatan pada
anggaran tahun 2019,

Saudara Kelua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD serfa hadirin yang saya hormati

Dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Pemerintah Daerah Kabupalen Bintan pemberian alokasi anggaran juga memperhatikan hal-hal sebagai
benkut :

1. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban pengeluaran (mandatory spending) pada
kegiatan di bidang pendidikan, bidang kesshafan, bidang infrastruldur dan belanja modal guna untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi, serta diarahkan unluk penangguiangan kemiskinan yang
berkelanjutan;

2. Kebijakan dalam penyusunan belanja daerah Kabupaten Bintan berdasarkan penyusunan anggaran
berbasis kinerja, yang mengandung makna bahwa sefiap penyelenggara negara berkewajiban dan
bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya. Dalam konteks meningkatkan
akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efeklifitas dan efisiensi penggunaan alokasi
anggaran, yang berorientasi pada tugas pokok dan fungsi masing-masing skpd guna peningkatan kinerja
pelayanan kepada masyarakal.

Dan tetap berpedoman kepada kebijakan umum apbd dan prioritas dan pelapon anggaran sementara
tahun anggaran 2019 sebagaimana yang lelah kila sepakati bersama beberapa waktu yang lalu. Kebijakan
pembangunan kabupaten bintan tahun 2019 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan berkualitas melalul pemantapan infrastruktur di daerah pulau-pulau serta pemantapan
potensi dasar perekonomian rakyal. Melalui prioritas pembangunan, diharapkan dapat mempertahankan dan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat bintan yang lebih
maju, sejahtera dan berbudaya.

Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan secara ringkas Rancangan APBD Kabupaten Bintan
Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

« Pendapatan Daerah.

Pendapatan APBD tahun 2019 diproyeksi sebesar 1,050 tiliun rupiah lebh yang bersumber dan
pendapatan asli daerah sebesar 239,75 milyar rupiah lebih; dana perimbangan sebesar 693 87 milyar
rupiah lebih; serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 116,70 milyar rupiah lebih.

+ Belanja Daerah.



Bolanja daerah diproyeksikan sebesar 1,136 trikiun rupiah jebth, yang lerdiri dari betanja tidak langsung
sebesar 561.57 milyar rupiah lebih, sedangkan beianja langsung sebesar 577,13 mityar ruplah labh.

+« Pambisyaan Dasrsh
Pada sisi pembiayaan mengalami perubahan, fentama dar sisi penefimasn pembiayaan. Pada tahun
anggaran 2019 penerimaan pambtayaan berasal dari Sisa Lebin Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun
yang lalu di proyeksikan sebesar 90,374 milyar rupiah lebih, Sedangkan pada sisi pangeliaran
pembiayaan, Pemarintah Daarah Kabupaten Bintan merencanakan investasi barupa penyertaan modal
pada BPR Bintan sebesar 2 milyar rupiah.

Dari komposisi pendapatan dan beianja, bahwa defisit tawm anggaran 2019 sebesar 89,374 milyar
rupiah lebih. Sedangkan dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan fersebut, kemampuan pembiayaan
netio sebesar 88,374 milyar rupish leblh, sshingga secara strukiur sisa kabih perhitungan anggaran tahun
berkenaan sebasar nol rupiah.

Seudera Ksfus, Wak Kelua dan sagenap Anggols DPRD serta hadirin yang saya hormad,

Dengan disampaliiamiya Rencangan Perabwan Daerah tentang APBD Kabupaten Bintan Tahun
Anggaran 2019, menjadi harapan kita semua untuk dapat segera dibahas dan mendapatken pengesahan,
sehingga dapat memenuhi jadwal, walaupun mungkin secara tshapan kita menyadari masih belumn  sesuai
dengan harapan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian yang dagat disampaikan, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selai memberikan
bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan den pelayanan
masyarskat di Kabupaten Sintan. Sebalum saya akr, intuk melestarikan adat resam nagerl ini,
perkenankanlah saya menyampaikan dua bait pantun sebagai berikut ;

Sayur nangke sebagal hdangan

L4 hideng pula of defarn pinggan

Ranparda APBD kami sershican

Segera dibahas barsama dowsn

Lot barjzlan di fangalt pakarn

Singgah digeral membel minuman

forkmakasih kami sampatken

Khilaf dan asish mohon dimaafken
Terima kash atas pechatiannya, akhir kate bilohi taufik wal hidaysh wassalamu'alaium warshmatiahi
waharakatuh. Bandar Seri Bentan, 18 November 2018, Bupati Bintan, M. Aprdf Sujadk, $,Sas ditandatanganl.

Erciokol;
Peryampaian Pandangan Umum Frakai-iraksi dari DPRD Kabupaten Sintan. Kepada juru bicara Frakoi Partai
Golongan Karya, diskahkan.

WUmmmmwmmmwmmm
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015. Blsmillahir Rohmanir Rahieemn, Assalamualalum Warshmatullabk Wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sajahiera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Binten dan Wakil Bupat
Bintan. Yang ferhomet Katua, Wakil Ketua, beserta anggota DPRD Kebupaten Bintan. Yang lerhormat
Saudars Sekretewis Daersh, Aslsten, Kepala Dinas, Badan dan Kantor, Camat, Lurah dan Kepata Desa
Pemeriniahan Kabupatan Bintan, Yang terhormat Para Undengan, Rekan-rekan Inzan Pars dan hadidn yang
berbahagia.

Mengawal pandangan umum Fraksi Partsl Golongan Karya DPRD Kebupaten Bintan,
perkenankanlah kami mengajak hadinn sekalian untuk memaniatkan puli dan sywiwr kehadirat Afsh SWT,
Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mefimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga han ini lota semua
mas#h di beri kesehatan dan kesempatan untuk hadir mengliuti sidang Paripuna Dewan yang echormat ini.

Sholewst dan salam semoga senanfiasa telap tencurshikan kepada junjungan kita Nabl Besar
Muhammad SAW sebagal sur tauladan perilaku kehidupan manusia di muka burmi in, sehingga ¥ta dapat

+



menjalankan hidup dan kehidupan inl dengan sebalk-balknya sesual dengan tuntunan agamanya masing.
masing dan berpedoman kepada norma serta ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesis
yang sama-sama kila cintal ini. Terima kasth dan rasa syukur, sampai har ini Fraksi Partal Golongan Karya
masih berkesempatan untuk menyampaikan Pandangan Umum pada forum yang sangal lethormal inl

Rapat Dewan terhormal,

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan lentang “Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019" , perkenankan Fraksi Partal Golongan Karya Kabupaten Bintan
menyampaikan pandangan umum Fraksi antara lain sebagal berikut :

1, Sebagaimana yang kita ketahul bersama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di setujul oleh Dewan Perwakilan Rakyal Daerah. Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah di tetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan kurun wakiu melipuli satu
tahun terhitung mulal Januari sampai dengan Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdin
alas :

s Anggaran Pendapatan, yang terdiri dari .

- Pendapatan Asli Daerah ( PAD )
- Bagian Dana Perimbangan ( DAU dan DAK )
- Lain-lain pendapatan yang sah

e Anggaran Belanja, yang di gunakan untuk keperiuan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah.

o Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu di bayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan di
terima kembali, balk pada lahun anggaran yang bersangkutan maupun (ahun-lahun anggaran
berikutnya.

2. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
= Fungsl olorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan

belanja pada tahun bersangkutan, Tanpa di anggarkan dalam APBD maka tidak memiliki kekuatan
untuk di laksanakan,

= Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam
merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

= Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai
keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah,

» Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus di arahkan untuk menciplakan
lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumber daya, serta meningkalkan
efisiensi, dan efektifitas perekonomiam daerah.

= Fungsi Distribusi mengandung makna bahwa kebijakan-kebjakan dalam penganggaran daerah harus
memperhatikan rasa keadilan, pemerataan dan kepalutan,

= Fungsl stabiltas memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alal untuk memelihara dan
mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

3. Dari 2 (Dua) point yang di kemukakan di atas, Fraksi Partai Golongan Karya berharap dalam menyusun
dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 agar Pemerintah
Daerah Kabupaten Bintan benar-benar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
= Aspiratif , yaitu memperhatikan harapan dan keinginan masyarakat agar realisasi APBD tahun 2019

sesual dengan kebutuhan masyarakat.

= Kooperatif, yaitu bersama - sama dengan Dewan Perwakilan Rakyal Daerah kabupaten Bintan dan
memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang ada dalam rangka meningkatkan peran dalam
pembangunan Kabupaten Bintan, sesungguhnya Kabupaten Bintan adalah milik bersama masyarakat
Kabupaten Bintan , bukan milik kelompok/bukan milik seseorang/bukan milik golongan tertentu,
sehingga dengan melibatkan sebanyak-banyaknya Sumber Daya manusia yang ada, maka kita akan
semakin yakin Kabupaten Bintan akan semakin maju dan berkembang.

= Dalam perencanaan dan realisasl Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, agar memperioritaskan
Bidang Kesehatan dan Pendidikan serla peningkatan perekonomian masyarakal, baru fasilitas
infrastuktur yang betul-betul sesuai kebutuhan dan kondisi yang dapat menunjang lajunya peftumbuhan
perekonomian masyarakat,



« Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga jangan mengabaikan peningkatan dan pendidikan
moral, akhlak serta peningkatan bidang keagamaan yang sangat penting menjadi dasar spintual
kehidupan berbangsa dan bemegara.

4. Fraksi Partai mmmmmmwmmmammummmdmm
secara proporsional dalam perencanaan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bintan agar tidak ada kecemburuan sosial dan ketimpangan pembangunan untuk 10 (sepuluh)
Kecamatan yang tersebar di sefuruh Kabupaten Bintan.

Rapat Dewan terhormal,

Demikian pandangan umum ini disampaikan, Fraksi Partai Golongan Karya menyelujui Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019 untuk dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bintan, Bila dalam
penyampaian pandangan umum ini terdapat kekurangan, kekefiruan dan kurang barkenan, kami mohon maal
sebesar-besamya. Atas perhatian dan kesabaran seluruh peserta Rapat, tidak lupa kami ucapkan lerima
kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, senantiasa melimpahkan berkah dan karunia-
Nya alas segala niat baik kita. Aamiin.

Malam-malam makan kue gegetas

Cik Muktar datang membawa kue lepat

Dalam perencanaan APBD 2019

Agar masyarakat dapal merasakan manfaat
Billahi taufik Walhidayah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabamokatuh. Bandar Seri Bentan, 19 November
2018. Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kabupaten Bintan. Ketua, Hj. Fiven
Sumanti, S.IP ditandatangani. Sekretaris, H. Amran, S.IP ditandatangani.

Protokol :
Penyampaian pandangan umum Fraksi dani Fraksi Partal Demokral. Kepada juru bicara Fraksi disilahkan.

Pandangan Umum Fraksi Partal Demokral Ranperda lentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Bintan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam
sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Bupali dan Wakil Bupali Kabupaten Bintan. Yang
terhormat Saudara Ketua dan Pimpinan Dewan Beserta Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang terhormat
Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Yag terhormat Saudara saudara unsur Pimpinan Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah. Yang lerhormal Para Asisten, Kepala Dinas, Badan dan Kantor, Camat, Lurah
dan Kepala Desa di Pemerintahan Kabupaten Bintan, Yang lerhormat Para Undangan, Rekan-Rekan Insans
Pers, serta hadirin yang berbahagia.

Sebagai wujud syukur atas fimpahan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, patut kiranya jika
pada kesempatan ini kita panjatkan puji syukur kehadiral Allah SWT, karena alas izinNyalah kita diberi
kesempatan lahir dan batin, sehingga pada hari ini kila masih dapat berkumpul dalam rapal paripuma dewan,
dengmagendamkukpenmpﬂmﬁmmndmmummﬁa@mmmgm

uhammad

afLirs

msrmmumsﬂanmmgamanﬁmlamum kepada suri taulad
SAW beserta keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

umat manusia Nabi M

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
merupakan instrumen yang digunakan oleh Pemerintah dalam mewujudkan dan mencapai lujuan
Pembangunan daerah, yaitu meningkatian kesejahteraan masyarakat daerah dalam kerangka pelaksanaan
mm.wmmmmmmmmmaﬂmmm
mpmmmnmmymmmmmmmmdmmm
Mudwﬂmkmmdmmhmmmﬁapmumra.Wﬁmﬁmm
tahun 2019 mempunyal peran stralegis untuk melaksanakan fungsi oforisasi, perencanaan, pengawasan,



alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Pendapatan Asli Daerah memiliki arli yang sangat penting dalam penyelenggaraan olonomi daerah
atau rumah tangga daerahnya perkiraan terhadap Pendapatan Daerah sebagaimana yang tergambar pada
anggaran Pendapatan Dan belfanja Daerah Kabupaten Bintan 2019 mengalami kenakan untuk tahun
anggaran 2018 (sebelum perubahan)yakni sebesar 4,63 % dibandingkan dengan priode 2017-2018 yakni
sebesar 2,33%. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mengalami penurunan dari PAD 2018 sebesar 5 9%,
Dana perimbangan bertambah sebesar 6,12%. Dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah bertambah
sebesar 22,64%.

Dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 menunjukan peningkatan sebesar 6.73% belanja
daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018 (sebelum perubahan) sebesar 1.066.877.413.783,96 (1 Trilliun 66
Milliar 877 Juta 413 Ribu 789 Rupiah 96 Sen) dan mengalami peningkatan pada APBD 2019 sebesar
1.138.707.872.734 (1 Triliun 138 Miliar 707 Juta 872 Ribu 734 Rupiah). Dengan alokasi untuk masing-
masing kelompok belanja yaitu belanja tidak langsung sebesar 50,68%. dan belanja langsung sebesar
49,32%.

Saudara Bupati, rapat dewan yang terhormat...

Sebagaimana rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tenlang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018, maka Fraksi Demokrat memberikan Pandangan
umum terkait beberapa hal sebagai berikut :

1. Fraksi demokrat meminta kepada pemerintah untuk melakukan penghematan belanja daserah karena
dengan hal ini akan dapal melakukan kegiatan yang skala prioritasnya mengutamakan pemenuhan
standar pelayanan minimal dan dapal mengevaluasi secara berkala dengan kegiatan yang ada disefiap
OPD. Dalam mengalokasikan belanja daerah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sistem
skala proritas dalam memilih berbagai altematif program dan kegiatan pembangunan yang menjadi
kebutuhan dasar di masyarakat antara lain pelayanan hak dasar masyarakat khususnya terkait dengan
pendidikan dan kesehatan serta kemiskinan,

2. Fraksi demokral berharap kepada pemerintah daerah untuk bisa memanfaatkan secara optimal atas
semua pendapatan dan penerimaan serta memaksimalkan Potensi-Potensi PAD, agar program-program
yang ada untuk kepentingan langsung masyarakal yang bertujuan untuk peningkatan kesejahieraan
masyarakat dapat berjalan secara efeklif yang mana pendapatan asli daerah sangat menentukan berbagai
kemungkinan penyelenggaraan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah,

3. Dalam penggunaan anggaran agar diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban pengeluaran pada kegiatan
di bidang pendidikan , bidang kesehatan, transfer dana desa, peningkatan sarana dan prasarana
infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara merata, serta diarahkan untuk
penangulangan kemiskinan berkelanjutan dan kebijakan penyusunan belanja daerah harus berdasarkan
penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Saudara Bupati, Rapat Dewan yang terhormat...

Demikian Pandangan Umum Fraksi Demokral DPRD Kabupalen Bintan, kami fraksi demokrat
menyetujui Ranperda ini untuk dibahas lebih lanjut. Terima kasih atas atensi peserta sidang yang terhormat
ini dan apabila lerdapat hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besamya.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 19 November 2018 Fraksi Partai
Demokrat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan. Ketua, Zulkifi, S.Pd ditandatangani.
Sekretaris, Zulfaefi, SE ditandatangani.

Protoko! :
Penyampaian pandangan umum Fraksi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kepada jurnu
bicara Fraksi disilahkan.

Umar Ali Re

Pandangan Limum Fraksi P[JI Paﬂuangan D&wm Parwaiuim Rakrat Daerah Kabupaten Bintan terhadap
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun



Anggaran 2019, Assalamu'alalkum Warahmatullahi Wabarakstub. Selamat PagiSiang dan salam sejaiera
bagikﬂammm.?mhﬂmﬂﬁnﬁmdmhmmwmw.?mmm
BupaﬁdeﬁBupaﬁKmuthm.?mmmmmmmﬂhm.Yﬂ
mmmm,sadm.wmmmummadiwwmm
Bmm.vmmmmcﬂmumwnmammmﬁmm
Rekan-Rekan wartawsn Media Celak dan Elekironlk serta para undangan yang berbahagia.

Mengawal penyampaion Pandangan Umum Frakei PDI Pequangan pada han ini terhadap Ranperda
tentang Anggaran MWWMM{APBD}WMTMWME
perkenankaniah kami mengsajak seluruh hadirin yang hadir untuk memanjatikan do'a dan puli Syukur kehaccat
Mmsm.ymmmmmmmdmhmmamemamm
hadir diruang Rapat Parpuma inl dalam keadaan sehat walafial, unfuk menyesualkan sualy proses
wmmasmdmanmnmkdmmmpenm“mwuimmm.

Sholawal den Salam semoga selalu tercurahikan kepada Nabi Muhammad SAW heserta keluarganya,
PmMMMnmmmwnmwahMaMmm.mmmmm
kepada Pimpinan Rapat yang ieiah memberikan kesempatan kepada Fraksi PDI Peruangan untuk
mmmwwmummi.mmmmmmmmmmmﬁ
Makil Bupati Bintan yang tsish menyamgpalkan mwmwammmmm
Tahun Anggaran 2019 pada kesempatan pertama.

Pimpinan Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sebekim dilakukan pembahasan terhadap Ranperda APBO Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019
ini, kami dari Fraksi PD Perjuangan menyampalkan Pandangan Umum Fraksi sebaga catatanimasukan
maupun saran, sebagai berikut -
1.mmmmmm,uammﬁmMunmmmwm

memperhatikan Permendagri Nomor 38 Tatun 2018 tentang Pedomen Pesyusunan Anggaran
Perxtapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaren 2019, bahwa penyampaian Rancangan APED Tahun
mzﬂmpuimmuimlmmsﬂmwmimrmmmsmwmm
dan Persstjuan Bersama antara DPRD dan Kepala Daersh paling lambat 1 bulan sebelumn dimulainya
tahun anggaran bekenaan, untuk itu Fraksi PDI Perjuangan berharap agar pembahasan APBD Tabun
AnggmmzﬁwwmtwmmmnmmmuummmMmmmm
Kabupaten Bintan ke depan.

2. Seperti yang pemah kami sampaikan pada Pandangan Umum Fraksi teradap Peratiran Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 yang lalu, bahwa pendapaten daerah merupakan seidor yang
{erpaniing dalam APBD, karena seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah ini bisa
terlaksana karena adanya pendapatan tersebut. Terkait dengen pendapaten daerah patiut dipertanyakan
furunnya tamget Pendapatan Asii Dserah {PAD) sebesar 5.9 persen stau sekitar Rpid4 milar tebh
dibanding APBD Tahun Anggaran 2018. idealoya, target PAD ini hasus torus ditingkatkan. Sebaliknya,
pada komposisi Dana Perinbangan targetnya dingikkan 6,12 persen ateu sekdter Rpd0 millar lebh
Mﬂgmmammmmmmmimwimmmwmm
dari Dana permbangan sulit dipastikan jumlshays, target ini juga kontradiktif dengan permasalahan utama
Pendapatan Daerah yang disampakkan di hal 12 Nota Keuangan APBD Tahun 2018, dimana pada point
kodua dissbutkan, kefidakpastian besaran dana transfer pemeriniah pusat.

Fraksi kami berpendapat ssharushya pendapatan di sektor PAD yang iebih dimalcsimalkan. Namun, tanpa
menambah beban masyarskat Bintan. Ada sejumish potensi yang bisa digarap lebih senus, sepert
wmpamrmﬁmummmm.mmmmmm
digarap serius adafah pengelolaan labuh tambat kapal di pesisir Kabupaten Bintan. Untuk mengetaind
mm.wmmmmmummmmmwmm
di Pemerintah Provinsi Kepsi. Polens: lain yang bisa digarap febih ssrius, adalah pengelolaan aset di luar
wiiayah Kabupaten Bintan.



3. Dari Struktur APBD Tahun 2019 yang disampaikan pada Nola Keuangan, komposisi jumian Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung masih belum ideal, dengan persentase 49,32 persen untuk Belanja Tidak
Langsung dan 50,68 persen untuk Belanja Langsung, disamping iy, masih terdapat Belanja Pegawal
pada Belanja Langsung yang jumlahnya mencapal Rp.101 miliar atau hampir 20 persen dar total Belanja
Langsung yang berjumiah sekitar Rp.577 miliar. Mohon dijetaskan peruntukkan Belanja pegawai tersebul?
Karena sebagaimana kila ketahui bersama pada Tahun 2019 Kabupaten Bintan sudah sepenuhnya
menerapkan sistem penggajian tunggal (single salary).
Perlu dijelaskan juga rincian Belanja Tidak Langsung di Dinas Pendidikan yang jumiahnya sekitar Rp. 163
millar. Jumiah itu jauh lebih besar dan belanja langsung di Dinas Pendidikan sekitar Rp 85,5 miliar, dengan
komposisi tersebut, bagaimana upaya untuk meningkatkan kualilas infrastruktur bidang pendidikan ini,
walaupun secara umum persentase uniuk urusan pendidikan sudah memenuhi ketentuan peraluran
perundang-undangan. Di pos anggaran Sekretarial Daerah unluk Belanja Makan Minum dan Alat Tulis
Kantor (ATK) agar menjadi perhalian, jangan sampai permasalahan ini menjadi temuan dan menjadi
perbincangan di media.

4. Mengingat permasatahan di tingkat nasional pada pos Belanja Bantuan Sosial (Bansos), mohon dijetaskan
penggunaan belanja Bansos yang berjumiah sekitar Rp 12 miliar di APBD 2019 ini. Hal ini terkait dengan
penjelasan di halaman 25, yang dinyatakan Belanja Bansos bisa diberikan kepada individu, keluarga,
kelompok dan atau masyarakat Siapa dan apa kriteria individu serta keluarga yang berhak atas Belanja
Bansos tersebut?

5. Pada BAB IV poin 4.2 dinyatakan masalah utama pembiayaan adalah untuk mencukupi kebutuhan defisit
belanja, nilainya masih berupa prediksi. Ini tidak sejalan dengan prinsip penganggaran. Bahwa, sumber
belanja harus perkiraan terukur nasional dan jumiah yang jelas. Apa solusi yang dilakukan Pemkab Bintan
untuk memerbaiki masalah ini?

E.Ywmammtmﬂmﬁmkﬁab&mw&djumﬂlﬂeﬁsﬂpadaMthﬂﬂ.
sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menler Kuangan (PMK) Nomor 117/PMK.07/2017 Pasal 3 ayal 1
huruf (e) bahwa batas defisit sebesar 3 persen.

Pimpinan Rapat dan hadirin yang berbahagia,

Demikianiah Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bintan terhadap Ranperda
fentang APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 ini kami sampaikan. Selanjulnya Fraksi PDI
Perjuangan menyetujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2019 untuk dibahas lebih lanjut, terima kasih atas
seqala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Billahit aufiq Wal Hidayah.
Wassalamu'alaifkum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 19 November 2018. Fraksi Partai
Demnokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Kabupaten Bintan. Ketua, Hj. Sit
Maryani, S.Kom dilandatangani. Sekretans, Umar Ali Rangkuti, A.Md ditandatangani,

Profokol ;
Penyampaian pandangan umum Fraksi dar Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kepada juru bicara Fraksi
disilahkan.

Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019. Assalamu'alaikum Warahmatuliahi
Wabarakatub. Yang terhormat Saudara Pimpinan Dewan dan Pimpinan Sidang. Yang terhormat Saudara-
saudara Anggota Dewan; Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupat Bintan; Yang terhormat Saudara
Sekretaris Daerah Kabupaten Binlan; Yang ferhormal Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor dijajaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan; Rekan-rekan Media Celak dan Elektronik serta sefuruh hadirin yang
kami muliakan.



Pertama-periama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Alah SWT Rabb semesta slam atas
kmpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehinoga kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk
bisa hadir dalam Rapat Paripuma Dewan yang terhommat ini dalam rangka penyampaian Pandangan Umum
fraksi-fraksi terhadap RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019,

Shalawal dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga,
sahabat-sahabat dan para pengikul setianya hingga akhir zaman. Selanjutnya, kami mengucapkan terma
kasih kepada pimpinan sitang yang telah memberkan waklu kepada Fraksi PKS uniuk menyampaikan
pandangan urura dalam Rapat Paripuma Dewan yang tarhormnat ini.

Fimpinian Sideng, Anggota Dewan dan Hadlrin yeng kemi muBakan...

Salsh saty elemen penting dalam pelaksanaan konsep olonomi daersh adalah penyusunan APBD
yang dilakukan sepeswhnya oleh Pemerintah Daarah. Dalam Undang-Undarg Nomor 23 tahun 2014 lentang
Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Kepata Daerah untuk menyampalkan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belania Daerah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 331 bahwa : “Kepala Daerah wajib
mengaukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai
penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk
memperoleh persetujuan barsama,

Penyusunan Rancangan APED Tahun Anggaran 2019 mengacu kepada Permendagri Nomor 38
Tahun 2018 tentang Pedoman Peryusunan APBD Tahun Anggaran 2019, Bendasarkan acuad ini maka
socara sistematis penyuswnan RAPBD Tahun Anggaran 2019 juga berpedoman kepada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019 agar dapat menyesuakan dan mensinkronkan antara kebijakan-kebijakan
pembangunan yang direncanakan pomerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaton Bintan,
termasuk aspirasi yanq) berkembang di tengah-tengah masyarskat untusk diskomodir dalam peniytisunan
APED Tahun Anggaran 2(H9. Selanjutnya dijabarkan dalam Kabgakan Umum Anggaran dan Priortzs Plafon
Angaaran Sementara Tabun Anggaran 2019 unduk disepakati barsama andara Pemerintan Diaerah Kabupaten
Bintan dengan OPRD Kabupaten Bintan,

Berkenaan dengan telah disampaikannya RANPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018, maka Fraksi PKS satelah mempelajari, menelash dan
membehas dengan seksama laporan dimaksud, sefanuinya memberkan masukan dan saran dalam
Pandangan Umum Fraks! sebagai berikut :

1. Diawal Pandangan Umum ini Fraksi PKS membenkan apresiasi kepada Pemeriniah Daersh melaii Tim
Anggaran Pemerintsh Daerah yang telsh menyelesalkan tahapan penywsunan Anggaran tahun 2019
sesual dengan tahapan wakiu yang telah dilenfukan sehingga penyampaian Mota Ksuangan RAPED
Tahun Anggaran 2019 bisa lebih awal disampgian kepada DPRD, selanjutnya segera dapat dilakukan
pembahasan bersama dan diharapkan sesuai dengan larget akhir tshun 2018 Kabupaten Bintan bisa
mengesahkan APBD Tahun Anggaran 2019. Kesasuaian waliy i sangat penting karena berhubungan
dengan keberlanjutan pembengunen di Kabupaten Bintan dapat berjalan dengan baik sesus harapan
masyarakat Kabupaten Bintan.

2. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan Pemerntahan Daersh menyatakan hubungan
keuangan sntara Pemefinlah Pusal dengan Pemeninish Daersh dalam rangka perbiayaan
penyelenggaraan urssan pemerintahan yang diserahkan dan/atan ditugaskan kepada pemerintah daerah
mencakup pemberian sumber penerimaan daersh berupa pajak daersh dan refribusi daerah; dana
perimbangan keuangan antara pemerinkah pusat dan deerah; pembenan dana penyelenggaraan olonomi
khuisus untuk pemerintah daerah dan pemberian pinjaman dandatau hibah, dana darurat, den dana inentif
(fiskal). Perkembangan Pendapatan Caerah Kabupaten Bintan menunjukkan perkembangan yang positif
sehingga dalam RAPBD Tahun Anggaran 2019 Pendapatan Oaerah diproyekskan sebesar
Rp.1.050.333.¥55.085.- mengaiam! peningkatan 4 53% dibanding proyeksi Pendapatan pada APBD mumi



Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.003.827.085.285,-. Peningkatan Pendapatan ini berasal dari Dana
Perimbangan yailu pada Tahun Anggaran 2019 diproyeksikan sebesar Rp, 633.872 576000 -naik 6,12%
dibanding Tahun Anggaran 2018 (mumi) yang diproyeksikan sebesar Rp.653.872.576.000,-. Terkail dana
perimbangan ini Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah Daerah agar berhati-hati karena realisasinya
tergantung pemerinlah pusal, meskipun semua sudah diatur ketenfuannya berdasarkan peraturan dan
perundang-undangan sewakiu-waklu kebijakan bisa berubah yang menyebabkan proyeksi tidak tercapai,
oleh karena itu perlu upaya maksimal agar segala kelentuan persyaralan dilengkapi dan upaya persuasif
dan proaktif untuk terus menjaga dan mengejar targel dana perimbangan ini kepada pemerintah pusat
Selain dan Dana Perimbangan, peningkatan Pendapatan Daerah juga berasal dari Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2019 diproyeksikan Rp. 116.700.914.000,- meningkat 22 64%
jika dibanding Tahun Anggaran 2018 (mumi) sebesar Rp. 95,153.914.000,-

3. Terkait dengan Pendapatan Deerah yang bersumber dari Pendapat Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran
2019 diproyeksikan sebesar Rp. 239.759.665.085 - apabila dibandingkan dengan PAD Tahun Anggaran
2018 (mumi) sebesar Rp.254.800.605.285,- maka mengalami penurunan sebesar Rp. 15.040.940.200-
(6,12%). Penurunan 15 Milyar lebih ini cukup signifikan besamya, oleh karena Ilu Fraksi PKS meminta
kepada Pemenintah Daerah unluk menjelaskan penyebab penurunan proyeksi PAD tersebut..? karena
dalam permasalan utama pendapatan daerah terkail PAD hanya dijelaskan masih lemahnya sistem
pengelolaan PAD yang terintegrasi, bukankah Pemerintah Daerah telah memiliki 14 (empat belas) program
strategl dan prioritas di bidang pendapalan terutama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang telah ditetapkan pemerintah daerah?

4. Fraksi PKS mendukung pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan belanja daerah dalam APED
Tahun Anggaran 2019 yang menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada
pencapaian hasil dan input yang direncanakan. Fraksi PKS juga memberikan dukungan penuh serta
memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas lerlaksanakan program masuk sekolah SD dan
SMP sederajad gratis disertal dengan bantuan seragam dan perlengkapan sekolah untuk seluruh siswa
yang baru masuk SD dan SMP sederajad di Kabupaten Bintan. Program ini hendaknya bisa terus
dilaksanakan pada fahun-tahun berikulnya dan mendapatkan prioritas dalam penganggarannya. Dalam
RAPBD Tahun Anggaran 2019 Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp.1.138.707.872.734.- naik
sebesar 6,73% Rp.71.630.458.944,04 jika dibanding proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
(muni) sebesar Rp.1.066.877 413.789,96.~. Dilihat dari kelompok belanja, untuk Tahun Anggaran 2019
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.561571.192834- dan Belanja Langsung sebesar
Rp.577.136.679.900,-. Melihat komposisi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung maka persentase
perbandingannya adalah 49,32% : 50.56%. Dari perbandingan persentase ini Fraksi PKS memandang
sudah cukup baik, namun FPKS letap berharap kepada Pemerintah Daerah untuk terus berusaha agar
perbandingan persentase anlara Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung mencapai
perbandingan yang ideal yaitu 40% : 60%.

5. Jika dilihat dan pengalokasian Belanja Daerah berdasarkan urusan, secara berturul-turut, maka yang paling
besar  pengalokasiannya adalah untuk  Urusan  Wajib  Pelayanan Dasar  sebesar
Rp.613.861.393.468,- (53.91%). Terkait Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah telah dapat
memenuhi alokasi belanja unluk Pendidikan yaitu 2186% dari yang diamanahkan Undang-Undang
sabesar 20%. Berikutnya yaitu alokasi belanja untuk Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sebesar
Rp. 378.415.940.062 - (33,23%); kemudian belanja untuk Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebesar
Rp. 114.000.740.638- (10,01%) dan yang terakhir adalah belanja untuk Urusan Pilihan sebesar
Rp. 32.429.789.566 - (2,85%).

6. Dari sisi pemblayaan FPKS berpandangan bahwa permasalahan ulama pembiayaan daerah bahwa datam
mencukupi defisil belanja nilainya masih bersilat prediksi (sumber utama penerimaan pemblayaan dari
SILPA Tahun Anggaran 2018) kepastiaanya harus menunggu hasil audil dari BPK, sementara prinsip



penganggaran bahwa sumber belanja (pendapatan) harus merupakan perkiraan yang terukur dan rasional
serta jumiah yang jelas. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam memproyeksikan penerimaan
pembiayaan daerah yang bersumber dari SILPA harus menjaga prinsip kehati-hatian karena hal terkait
dengan Defisil Belanja Tahun Anggaran 2019. Pembiayaan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2019 dari sisi

penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp.90.374.717.649,- sedangkan pengeluaran pembiayaan
sebesar Rp.2.000.000.000,- (untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah) sehingga
Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.B8.374.717.649.- yang akan digunakan untuk
menutupi Defisit Belanja pada Tahun Anggaran 2019.

Pimpinan Sidang, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan...

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Parai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Peraturan
Daerah RAPBD Tahun Anggaran 2019, Apa yang menjadi masukan, catatan dan pertanyaan hendaknya
diberikan tanggapan dan jawaban yang proporsional. Untuk hal-hal lain yang bersifat teknis dan butuh
kajian mendalam, Fraksi PKS akan menggali dan mendiskusikannya pada pembahasan-pembahasan dalam
Komisi maupun Badan Anggaran sesuai mekanisme yang ada. Selanjutnya fraksi PKS mengucapkan terima
kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakstuh. Bandar Seri Bentan, 19 November 2018 M / 20 Rabbi'ul
Awwal 1440 H. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan. Ketua,
Drs. Raja Miskal ditandatangani. Sekretaris, Sahak ditandangani.

Protokol :
Penyampaian pandangan umum Fraksi dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Kepada juru bicara
Fraksi disilahkan.

Bismillahimohmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatuliahi Wabarakatuh. Pandangan Umum Fraksi
Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Bintan terhadap Ranperda tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018. Yang terhormat
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat
saudara Kepala Dinas,Badan, Kantor dan seluruh Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara Camat/Lurah Dan Kepala Desa se-Kabupaten Bintan.
Yang terhormat saudara Rekan-Rekan Wartawan Media Cetak dan Lembaga Penyiaran serta para
undangan yang berbahagia.

Mengawali Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD
Kabupaten Bintan, izinkanlah kami mengajak segenap hadirin untuk senantiasa memanjatkan puiji
syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena hanya atas karunia dan limpahan rahmat,
berkah, serta ridho-nya, sehingga kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Paripuma DPRD
Kabupaten Bintan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir maupun bathin.

Shalawat teriing salam selalu kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sholallahu Alaihi
Wassalam dan Ssmoga kita semua termasuk ummat yang akan mendapatkan syafaatnya di hari
akhirat nanti. Aamiin.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Setelah mencermati dan menelaah dengan seksama terhadap pidato Bupati Bintan dalam
rangka penyampaian ranperda serta dokumen pendukungnya, dan dengan mencemmati berbagai-
bagai dinamika yang berkembang di kabupaten bintan saat ini, maka kami dari Fraksi PAN DPRD
Kabupaten Bintan menyampaikan pandangan umum sebagai berikut :

Terhadap Ranperda APBD Kabupaten Bintan 2019, Fraksi PAN menyampaikan pokok-
pokok pikiran sebagai berikut :



1. Fraksi PAN DPRD Kabupaten bintan berpendapat bahwa sesuai Permendagri Nomor 38 tahun
2018 tentang pedoman penyusunan apbd tahun 2019, telah dijelaskan persetujuan bersama
antara Bupali Bintan dan DPRD terhadap Ranperda APBD 2019 paling lambat tanggal 30
november 2018. kenyataannya, saudara Bupali baru menyampaikannya pada pertengahan
november ini. artinya kita hanya mempunyai waktu 12 hari sebelum pengesahan ranperda ini.
tentu ini menjadi catatan tersendiri, karena untuk menghasilkan perda yang berkwalitas kita
membutuhkan sebuah proses agar tidak tergesa-gesa lergesa-gesa dan menghasilkan hasil yang
pro terhadap masyarakat.

2. Fraksi PAN menggaris bawahi bahwa komposisi terhadap total belanja antara Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung pada APBD Tahun Anggaran 2019 ini menunjukkan komposisi
yang belum ideal. Belanja langsung mencapai 50,68 persen sedangkan belanja tidak langsung
hanya 49,32 persen dari total APBD. Dengan kondisi seperti ini kami menilai komposisi ini tidak
pro terhadap rakyat. Mohon penjelasan saudara Bupati terkait hal ini.

3. Pembahasan APBD Kabupaten Bintan tahun 2019 ini dilakukan di tengah-tengah keprihatinan kita
terhadap kondisi perekonomian daerah ini. Banyak investor menutup usahanya dan menyisakan
masalah pengangguran. Selain itu, inflasi yang tidak stabil menyebabkan daya beli masyarakat
Kabupaten Bintan semakin terus melemah, Sebagaimana kita ketahui, APBD dapat menjadi salah
satu instrumen utama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Karena itu,
kami berharap dasar berpikir utama dalam penyusunan APBD kali ini ialah merancang program-
program yang pro terhadap tumbuh kembangnya usaha ekonomi kerakyatan dan membuka
lapangan pekerjaan baru, Kami melihat bahwa sejak terpilinnya, saudara Bupati dan Wakil Bupati,
belum ada terobosan riil di bidang pengembangan usaha ekonomi kecil dan menengah. Karena
itu, kami meminta penjelasan dari saudara Bupati terkait hal ini. Apakah kebijakan-kebijakan yang
akan saudara Bupati ambil dalam menyikapi kondisi perekonomian daerah seperti saat ini? Mohon
penjelasan.

4, Masih terkait dengan pokok pikiran nomor 3 di atas, kami juga meminta penjelasan kepada
saudara Bupati, kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil untuk mengurangi tingkat
pengangguran di Kabupaten Bintan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri
sampai Agustus 2018 lalu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Bintan adalah yang tertinggi
kedua setelah Kota Batam, yakni mencapai 5,89 persen. Berdasarkan pendapat kami,

APBD yang dikelola dengan baik akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong
pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kami meminta penjelasan kepada saudara Bupati terkait
hal ini.

5. Berdasarkan Permendagri Nomor 22 tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah tahun 2019 ada sejumlah target nasional yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target
pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen. Tentu ini adalah tantangan tersendiri bagi
Kabupaten Bintan khususnya dan Provinsi Kepri pada umumnya, mengingat angka pertumbuhan
ekonomi kita hingga triwulan-ll 2018 sebesar 4,51 persen atau masih lebih rendah dari
pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 5,27 persen. APBD yang dikelola dengan baik akan
memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kami meminta
penjelasan saudara Bupati, kebijakan apa yang akan dilakukan dalam upaya kita mencapai target
pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang felah ditetapkan Pemerintah Pusat di atas. Mohon
penjelasan.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Setelah mencermati dan memberikan sejumlah masukan sebagaimana dijabarkan di atas,
maka kami dari fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintan menyetujui Ranperda ini
untuk dibahas lebih lanjut melalui pembentukan Panitia Khusus.




Demikianiah pandangan umum fraksi PAN DPRD Kabupaten Bintan terhadap Ranperda ini
Bila ada yang ledebih dan terkurang dalam penyampaian, mohon dimaafkan Tenma kasih atas
mmnmmra.memmmmwmmmﬁ
Provinsl Kepr Billahit taufiq wal hidayah Wassalamu alaskum warahmatullahi wabarakatuh Bandar
Sri Bentan. 19 November 2018 Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Bintan Ketua, Hesti Gustrian, S.ST diandatangam. Sekretans, Eddy
Tiawarman, SP ditandatangani

Profokol |
Penyampaian pandangan umum Fraksi dari Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan. Kepada juru

bicara Fraks| disilahkan

MPMMMMDMWMmWMmeMHm
Perubahan DPRD Kabupaten Bintan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018,
Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatuliahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk
kita semua. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Yang terhormat Bupati
Bintan, Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat Kepala Badan, Dinas,
Kantor dan Seluruh Unit Kerja Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Yang terhormat
Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bintan. Yang terhormat Rekan-Rekan
Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta para undangan yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala
Iknpﬁmmhmﬁdmhuﬁ&ﬂra.m&mapnﬁalﬂiﬂtﬂ&dmdmhﬂﬂdmmm
Pemandangan Umum fraksi-fraksi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan tahun 2019. Shalawat serta salam
kepada junjungan semesta slam Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para
sahabatnya semoga kita semua senantiasa mendapat safaat nya menjadi umat yang selalu beriman
dan bertaqwa kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.

Pimpinan Rapat dan Anggola Dewan Yang berbahagia,

Pada kesempatan ini, Kami Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan tidak banyak yang kami
sampaikan didalam Pandangan Umum, berkaitan dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja (APBD) Kabupaten Bintan Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Pasal 311 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan
dokumen pendukungnya kepada DPRD, sesuai dengan waklu yang ditentukan oleh ketentuan
perundangan untuk memperoleh persetujuan bersama.

Maka Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan memberikan pandangan sebagai berikut :

1. Pada pembshasan mengenai Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah point a
Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 239.759.665.085,-
(dua ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam puiuh
lima ribu delapan puluh fima rupiah) apabila dibandingkan dengan PAD tahun anggaran 2018
(sebelum perubahan) sebesar Rp 254.800.605.285 - (dua ratus fima puluh empat miliar delapan
ratus juta enam ratus lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) atau mengalami penurunan
sebesar 5,9 persen. Mohon penjelasan mengenal hal tersebut!

z.mmmmwmmwmmwm
Tahun 2019 secara garis besar mengalami peningkatan. Pada RAPBD 2019 direncanakan



sebesar Rp.1.138.707.872.734, - (satu triliun seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh juta
delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) sedangkan Belanja Daerah
pada APBD Tahun Anggaran 2018 (sebelum perubahan) sebesar Rp.1.066.877.413.789,96 (satu
triliun enam puluh enam miliar detapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu tujuh
ralus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam rupiah). Mengalami kenaikan sebesar
6,73 persen. Mohon Penjelasan Berkaitan hal tersebut!

3. Pada point 1 dan 2 diatas menunjukkan hal berbeda. Rancangan anggaran pendapatan
mengalami penurunan, sedangkan pada Rancangan Anggaran Belanja mengalami penurunan.
Mohon penjetasan!

4. Pada point permasalahan utama Belanja Daerah, terdapat 3 permasalahan yakni: a) Penerapan
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK); b) Konsep skala prioritas terhadap pengajuan belanja; dan
c) Kesenjangan antara kebutuhan riil belanja dengan kemampuan keuangan daerah. Mohon
penjelasan, bagaimana solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalah tersebut!

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan untuk diberikan penjelasan. Akhimya kami
ucapkan wabillahi taufuk walhidayah wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bandar Seri

Bintan, 19 November 2018 Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan Kabupaten Bintan 2018. Ketua,

Drs. Muhammad Zuhdi ditandatangani. Sekretaris, Helmy, SH ditandatangani.

Protokol ;

Unsur Pimpinan, Bupati dan Wakil Bupati Bintan disilahkan mengambil tempat didampingi Bapak
Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepala BP3D dan Kepala DPKAD Kabupaten Bintan.
Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah dari Bupati Bintan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten
Bintan.

(Pelaksanaan Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah dari Bupati Bintan kepada Pimpinan DPRD
Kabupaten Bintan)

Dilanjutkan dengan penyerahan Pandangan Umum Fraksi-fraksi dari Pimpinan DPRD Kabupaten
Bintan kepada Bupati Bintan

(Pelaksanaan penyerahan Pandangan Umum Fraksi-fraksi dari Pimpinan DPRD Kabupaten Bintan
kepada Bupati Bintan)

Unsur Pimpinan, Bupati dan Wakil Bupati Bintan serta Kepala Badan disilahkan kembali ke tempat.

Tanggapan dan jawaban Kepala Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi, kepada Bapak
disilahkan.

Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019
Bismillahirahmanimrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Sejahtera untuk
kita semua. Yang terhormat saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bintan; Yang terhormat saudara Rekan-Rekan Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Kabupaten Bintan; Yang terhormat saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan:
fmgtaﬂmmatmmpdaﬂadmfnmmiﬁmmﬂmdmmumkaﬁa
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, serta para undangan dan hadirin yang
berbahagia;

Puji syukur kita panjatkan kehadiral Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapal Paripuma DPRD
Kabupaten Bintan dalam rangka penyampaian jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap



Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan
Tahun Anggaran 2019,

Sebelum sampai pada materi rapel Padpuma, melalul kesempatan ini pula kami
menyampaikan penghargaan dan ucapan teima kasth yang sebesar-besamya kepada segenap
Anggota Dewan, melalul Fraksi-Fraksl, yang telah mempelajari dengan sungguh-sungguh dan
seksama atas Rancangan Perda sehagaimano fersebut diatas, yang telsh menyampaikan
pandangan umumnya melalu juru bicaranya masing-mesing. Semua pandangan yang disampaikan,
tentunya mesupakan masukan yang sangat berharga, dan akan menjadi bahan pembahasan lebih
fanjut dalam rapatvapat Komisi maupun rapatrepat Badan Anggaran unhsk penyempumaan
Ranperda tersebut.

Saudara Kefua, Wald! Ketua den segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya honmat,
Berdasarkan pandangan umum Fraks: Partal Golongan Karya, Fraksl Partal Demokrat, Frakst

PKS, PDI Perjuangan, Fraksi Partal Amanat Nasional, dan Fraksi Gerakan Hatl Nuran) Parubahan {F-

GHNP) terhadap Rancangan Peraturan Dasrsh fentang APBD Tahun Anggaran 2019, bersama Ini

akan kami sampaiken penjelasan dan/stau tanggapan atas pandangan dari selyuh Fraksi

1. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA {GOLKAR)
Terima kasih atas saran dan masukan yang telah disampaikan terhadap Ranperda APBD 2018
dan kami akan tetap konsisten dan berpadomen kepada pereturan yang tetah ditenfukan baik
Penganggaran Pendapatan, Anggaran Belanja maupun Pembieyaan. Dalam hal mersakisasikan
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mempeshatikan kewajiban mandatori Alokasi Anggaran Pendidikan, Kesehatan, krfrastuldur dan
Belanja Modal sesual dengan Kemampuan Keuangan Daerah,

2. FRAKS! PARTAI DEMOKRAT

1. Terimakesih atas saran dan masuken, Pemerintah Daerah akan berupaya menyusun dan
menganggarkan Program Kegiatan sesusi Skala Prioftas dan mengutamakan Standar
Pelgyanan Minimal (SPM) serta memperhatiksn Porsl Alokasi Dana Pendidikan dan
Kmdmtmmua‘kahﬂuhmmmmkﬁogmmnmmmjad[
Kewenangan Pemeriniah Daerah.

2. Pmmnmmmmmmwwmmmmm
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Program Keglatan uniuk kepentingan dan kesejahterasn masyarakat dengan mengacy
kepada RPJM dan Renzra OPD yang tefah disusun.

3 mkmmmmdmwmmmbHMthlmm
memenuhi kewagban pengeiuaran bak Alokasi Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan
Befanja Modal dalam hal inf untuk menunjang pertumbuhan ekonomi secara merata untuk
mwmmmdﬂmimmmm

3. FRAKS| PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
1. Tmimkamﬂumdanmukmmmwmmmm
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dtenhkan baik Penganggaran Pendapsion, Anggaran Belanja maupun Pembiayaar. Dalam
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50.68 %. Untuk komposisi tersebut kami telah befupaya semaksimal mungkin dalam untuk
mencapai tingkatan ideal dalam penganggaran. Terkail hal tersebut bahwa lahun 2019
Kabupaten Bintan telah menerapkan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS Bintan,
disamping itu, masih terdapat Belanja Pegawai pada Belanja Langsung yang jumiahnya
mencapai Rp.101 M atau hampir 20 % dari total Belanja Langsung yang berjumiah sekitar
Rp.577 M yang akan diperuntukkan bagi belanja pegawai non PNS dan honoranum nara
sumber di 39 perangkat daerah, karena ada perubahan terhadap pola perhitungan tambahan
penghasilan PNS sesuai harga jabatan dan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Tidak Langsung di Dinas Pendidikan yang jumiahnya sekitar Rp 163 M dan jumiah ity
jauh lebih besar dari belanja langsung di Dinas Pendidikan sekitar Rp 85,5 M. Belanja Tidak
Langsung di Dinas Pendidikan lebih besar dikarenakan jumiah tenaga pendidikan dan
pendukungnya sebanyak 1.266 orang yang merupakan 40% dari jumiah PNS di Kabupaten
Bintan yang berjumiah 3.168 orang.

Di pos anggaran Sekretariat Daerah untuk Belanja Makan Minum dan Alat Tulis Kantor (ATK)

4. BasuidemmmeamgﬂNmaﬂatmnzﬂnmpeﬁammmdm
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diubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Alas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dijelaskan sebagai berukut, pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit :

a. selektif;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

c. bersifat sementara dan fidak terus menerus, kecuali dalam keadaan fterteniu dapat
berkelanjutan;

d. sesuai tujuan penggunaan.

5. Terhadap masalah utama pembiayaan yang mana sumber belanja harus perkiraan terukur
rasional dan jumiah yang jelas, Pemerintah Daerah mengatasi permasalahan tersebut dengan
penggunaan Silpa tahun anggran 2018.

6. Jumiah Defisit pada Struktur APBD Pemerintah Kabupaten Bintan akan memperhatikan dan
mempedomani ketentuan pada Peraturan Menteri Kuangan (PMK) Nomor 117/PMK.07/2017
Pasal 3 ayat 1 huruf (e) bahwa batas defisit sebesar 3 %.

FRAKS! PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

Terkait pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapat kami sampaikan beberapa

hal sebagai berikut :

1. Dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Daerah tetap memperhatikan
dan berpedoman pada Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, bahwa penyampaian
Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 sudah dimulai sejak tanggal 24 Juli 2018 yaitu
dengan menyampaikan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2018, dan penandatanganan
MOU telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2018.

2. Dari struktur APBD Tahun 2019 yang disampalkan pada nota keuangan, komposisi jumiah
Belanja Tidak Langsung dengan persentase 49,32 % dan untuk Belanja Langsung sebesar
50,68 %. Untuk komposisi tersebut kami telah berupaya semaksimal mungkin dalam untuk
mencapai tingkatan ideal dalam penganggaran. Dalam belanja tidak langsung tidak hanya
terdiri dari belanja pegawal saja namun terdapat belanja hibah dan bantuan sosial yang pro
terhadap rakyat.



6.

3. Kebijakan-kebijakan yang akan di ambil dalam menyikapi kondisi perekonomian daerah

antara lain

1. Meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat lebih produktif dan memiliki daya saing

2. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM sebagai
pengerak ekonomi masyarakal Kabupaten Bintan

3. Mengembangkan Industi Kecl dan Menengah diselaraskan dengan polensi
pengembangan Kabupaten Bintan di sektor pariwisata dan perikanan.

. Kebijakan tersebut didukung didalam R-APBD Kabupaten Bintan Tahun 2019 dengan

melaksanakan program-program pembangunan seperti Program Pemberdayaan dan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM, Program Peningkatan Daya
Saing Usaha bagi Koperasi dan UMKM, Program Pengembangan Industri Kecll dan
Menengah dan Program Pengembangan Kemitraan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan menyikapi kondisi perekonomian yang fluktuatil akan
terus berupaya untuk memaksimalkan peningkatan Investasi di segala sektor khususnya
pariwisata dan perikanan, upaya-upaya tersebut secara nyata lertuang dalam Program
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Peningkatan Daya Saing
Penanaman Modal. Program-program ini diyakini mampu menjaga momentum pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Bintan tetap berada pada jalur yang tepat .

Disisi ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan terus berkomitmen untuk
menekan tingkal pengangguran melalui berbagai kegiatan yang mampu meningkatkan
kualitas sumber daya manusia khususnya pencari kerja. Selain itu Pemerintah Kabupaten
Bintan juga berupaya menjembatani informasi lowongan pekerjaan kepada pencari kerja,
adapun usaha-usaha tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kompetensi dan
Produktivitas Tenaga Kerja, Program Periindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga
kerjaan dan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

. Pertama, peningkatan Sumber Daya Manusia yang handal mutiak diperiukan. SDM harus

dipersiapkan sebagai insan yang berdaya saing regional bahkan global,

Kedua, mewujudkan keunggulan di sektor pariwisata yang sudah ada di Kabupaten Bintan
dengan didukung oleh perbaikan sarana transportasi, infrastruktur, event kebudayaan baik
rutin maupun seasonal dan SDM terlatih,

Ketiga, Sektor pertanian terutama di bidang perikanan perlu menjadi prioritas terutama
dengan adanya dukungan program nasional untuk pembangunan kawasan minapolitan di
beberapa pulau di Kabupaten Bintan. Tetapi produksi perikanan maupun pertanian masih
sangat terbatas akibat kondisi cuaca yang masih lidak menentu,

Keempat, mengefektifkan pengeluaran pemerintah pada tahun 2019 dan pemanfaatannya
diarahkan pada kegiatan-kegiatan produktif yang mendorong berkembangnya peran serta
masyarakat. Sementara itu, untuk menahan laju perlambatan ekonomi, dan mengarahkannya
pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peru dilakukan upaya penguatan ekspor dan
pengendalian impor melalui langkah-langkah seperti diversifikasi pasar dan produk serta
tujuan ekspor, percepatan perbalkan infrastruktur pendukung ekspor yang belum optimal juga
harus terus dilakukan.

FRAKS| GERAKAN HATI NURANI PERUBAHAN (F-GHNP)

Terkalt Pandangan umum Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan dapat kami sampaikan
beberapa hal sebagai berikut:

1. Kebijakan APBD tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp.239,75 M apabila dibandingkan

dengan PAD tahun Anggaran 2018 sebelum perubahan sebesar Rp.239,75 M mengalami
penurunan sebesar 5,9 %. Perlu kami jelaskan bahwa Anggaran PAD Tahun 2019 memang



mengalami penurun karena adanya regulasi baru berdasarkan Surat Edaran Kemendagri

Nomor 20 Tahun 2018 tentang penganggaran Dana BOS untuk Sekolah Dasar dan Sekolah

Menengah Pertama dimana pada tahun 2018 dianggarkan pada pos PAD sebesar Rp 21,54

M telapi pada tahun 2019 dianggarkan pada pos penerimaan Hibah pada Lain-lain

Pendapatan Yang Sah sehingga target PAD tahun 2019 berkurang sebesar Rp.21,54 M.

Disamping ity dalam RAPBD 2019 target penerimaan pajak lelah dinaikan menjadi Rp.192,45

M sebelumnya tahun 2018 Rp.187,45 M sedangkan larget restribusi diturunkan menjadi

Rp.9,69 M sebelumnya Rp.10,87 M,

. Pada RAPBD 2019 belanja direncanakan sebesar Rp.1.138,70 M sedangkan Belanja Daerah
pada APBD Tahun Anggaran 2018 (sebelum perubahan) sebesar Rp.1.066,87 M atau
mengalami kenaikan sebesar Rp 71,83 M atau sebesar 6,73 % hal tersebut disebabkan
adanya potensi penerimaan daerah yang meningkat terutama berasal dari pendapatan pajak
PAD dan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari dana perimbangan. Kenaikan pendapatan
daerah lersebut yang dialokasikan untuk peningkatan belanja tahun 2019 seiring dengan
kenaikan kebutuhan untuk belanja pembangunan dan pelayanan masyarakal.

. Pada RAPBD 2019 Anggran PAD mengalami penurunan sebesar 5,9 % sedangkan Anggaran
belanja direncanakan meningkat sebesar 6,73 %. Perlu kami jelaskan dalam konteks seluruh
penerimaan daerah Kabupaten Bintan tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.050,33 M
dibandingkan Rp.1.003,82 M pada Tahun 2018 atau mengalami peningkatan sebesar
Rp.46,51 M walaupun kalau dilihat dari sisi PAD yang merupakan bagian dari pendapatan
daerah mengalami penurunan. Kenaikan pendapatan tahun 2019 disebabkan kenaikan bagi
hasil pajak dan bukan pajak tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp.86,10 M dibandingkan tahun
2018 sebesar Rp.46,10 M. Berdasarkan kenaikan target pendapatan dibandingkan dengan
tahun sebelumnya dan diperkenankannya penganggaran defisit sampai 3% dari total
pendapatan daerah yang nantinya ditutup dengan dana yang bersumber dari Silpa tahun
anggaran sebelumnya. Alokasi dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan
belanja untuk pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakal yang semakin
meningkat sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RENSTRA dan
RPJMD.

. Pada point permasalahan utama belanja daerah, terdapat 3 permasalahan yakni: a)
penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK); b) Konsep skala prioritas terhadap
pengajuan belanja; dan c) Kesenjangan antara kebutuhan rill belanja dengan kemampuan
keuangan daerah. Mohon penjelasan, bagaimana solusi yang akan dilakukan untuk
mengatasi permasalah tersebut.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut :

a. Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Pemerintah Daerah menetapkan target
capaian kinerja pada setiap usulan program dan kegiatan yang akan di biayai melalui
anggaran pemerintah daerah, Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang
jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan output atau keluaran yang
diharapkan dari dilaksanakannya program dan kegiatan tersebut. Hal tersebut bertujuan
untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran menjadi lebih efeklif dan efisien.

b. Konsep skala prioritas terhadap pengajuan belanja, dalam dokumen perencanaan
pembangunan Kabupaten Bintan (RKPD dan RPJMD) sudah ditentukan priofitas
pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, hal tersebut menjadi dasar
dalam menentukan skala prioritas pengajuan belanja dalam R-APBD tahun 2019,
Sehingga diharapkan di dalam R-APBD Kabupaten Bintan tahun 2019 prionitas
pembangunan yang sudah direncanakan dapal tercapai.



c. Kesanjangan antara kebutuhan riil belanja dengan kemempuan keuangan deerah, dan
kebutuhan riil belanja yang masuk e dalem usufan perencanaan pembangunan
Kabupaten Bintan, pemerinteh daerah memelakan kemball usulan kegietan tersgbut
dengan memberikan tingkatan prionitas dengan wemfokuskan terhadap keglatan yang
berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kuaitas sumber daya
manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan tersebut yang menjadi
prioritas untuk mendapatkan alokasl belanja sesual dengan kemampuan keuangan daerah.

Saudara Ketua, Wolkdi Ketua dan segenap Anggofa DPRD seria hadirin yang saya homal.

Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan cleh segenap
Fraksi CPRD Kabupaten Bintan, Besar harapan kami untuk kita sama-sama berkomitmen terhadap
kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defialt, unfuk mengalokasikan belanja sesuai
dengan priaritas, kebutuhan, dan kemampuan keuangan daesah serta dalam proses penganggsran
agar dapat mengikuti mekanisme perencanaan sehingga selurvh usulan dan prioritas program
kegiatan dapat diakomodic diawal proses perencansan melslui mekanlsme musyawarah
perencanaan pembangunan daerah mulai darl tingkat desakelurahan, kecamatan sampal tingkat
kabupaten. Sehingga pada akhir pembahasan pada Badan Anggaran, belanja daerah dapat
disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan tidak menimbulian defisit anggaran.

Demikian jawaban secara ganis besar atas pandangan umum fraksi-fraksi yang dapat kami
sampaikan, Kami menyedar bahwa jawaban stau penjelasan yang telah kami sampaikan tadi, masih
dalam tataran kebijakan yang bersifal umum. Cleh karenanya, uniuk panjelasan secara leblh rinci
dan labih teknis mengenai berbagai hal yang maslh perlu didetami, dapst kiranya nanti dibahas pada
kesempatan rapat-rapat Badan Anggaran. Sedangkan saran-garan yang telah disampalkan pleh
seluruh Fraksi pada prinsipnya kami dapat menedma dan akan diperhatikan untuk perbaikan
penyslenggaraan pemerintahan ke dapan,

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Mzha Esa selalu mamberikan bimbingam kepada kita samua
dalam melaksanaken tugas pemernntahan, pembangunan dan polayanan masyarakaet di Kabupaten
Bintan. Terimakasih atas perhatiannya, akhic keta billahi taufik wal hidayah wassalamu'slatkum
warahmatufahi wabarakatuh. Bandar Seri Benten, 18 November 2019, Bupati Bintan, 4. Apri Sujsd!,
$.50s ditandatanganl.

Profokol;
Penutupan Rapat Paripuma DPRD oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bintan.

H. Nesar Atmad, $1P / Pimpinan Rapat -
Terima kasih kepada saudara Bupati Bintan yang tetah menyampaikan perjelasan dan tanggapan
alas pandangan Fraksi-raksi DPRD, sehingga harapan kita bersama datam penywsunan APBD
Tahun Anggaran 2019 ini, dapat dikelola dengan pengetahuan yang optimal dan penerapannya
berprinsip kepada kebutuhan penyefenggarsan Pemerntah Daerah yang berdasarkan kepada
ketepatan waktu, transparan, parfisipasif dan berazaskan kepada keadilan, objektifitas dan
kepatuhan. Kegiatan pembangunan herus disesualkan dengan kodisi dan kemampuan keuangan
deerah dengan memakai skala priorias yang menyesualkan dengan kebutuhan dan kepentingan
masyarakat harusleh mendapatkan perhatian serius.

Demikian rangkalan acara tefah kita lkull bersama, maka pada kesempatan ini sekall lagi saya
mengucapkan terima kasih pada para hadidn dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan
mengucapkan Athamduilfah hirobbil alamin Rapat Paripuma DPRD Kabupaten Bintan dengan ini
rasml sava futup.

——— - 1] R L



dengan menyampaikan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2019, dan penandatanganan
MOU lelah dilaksanakan pada tanggal 24 Oklober 2018.

2. Pemerintah Daerah akan berhati-hati dalam penganggaran dana perimbangan karena
realisasinya tergantung Pemerintah Pusat, oleh karena itu Pemerintah Daerah akan berupaya
semaksimal mungkin memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk dilengkapi serta melakukan
upaya persuasif dan proaklif untuk terus menjaga dan mengejar target dana perimbangan ini
kepada Pemerintah Pusat.

3. Kebijakan APBD tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp.239,75 M apabila dibandingkan
dengan PAD tahun Anggaran 2018 sebelum perubahan sebesar Rp.239,75 M mengalami
penurunan sebesar 5,9 %. Perlu kami jelaskan bahwa Anggaran PAD Tahun 2019 memang
mengalami penurun karena adanya regulasi baru berdasarkan Surat Edaran Kemendagri
Nomor 20 Tahun 2018 tentang penganggaran Dana BOS untuk Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama dimana pada tahun 2018 dianggarkan pada pos PAD sebesar Rp.21,54
M1atapipadatahun2ﬂ1ﬂdﬁar@gakanpadapmpemﬂmmmbahpadammain
Pendapatan Yang Sah sehingga target PAD tahun 2019 berkurang sebesar Rp.21,54 M.
Disamping itu dalam RAPBD 2019 target penerimaan pajak telah dinaikan menjadi Rp.192 45
M sebelumnya tahun 2018 Rp.187,45 M sedangkan target restribusi diturunkan menjadi
Rp.9,69 M sebelumnya Rp.10,87 M.

4. Dan struktur APBD Tahun 2019 yang disampaikan pada nota keuangan, komposisi jumlah
Belanja Tidak Langsung dengan persentase 49,32 % dan untuk Belanja Langsung sebesar
50,68 %. Untuk komposisi tersebut kami telah berupaya semaksimal mungkin dalam untuk
mencapai tingkatan ideal dalam penganggaran.

5. Terhadap masalah utama pembiayaan yang mana sumber belanja harus perkiraan terukur
rasional dan jumlah yang jelas, Pemerintah Daerah mengatasi permasalahan tersebut dengan
penggunaan Silpa tahun anggran 2018 dan tetap memegang prinsip kehati-hatian,

4. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

Terkait Pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapat kami

sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Daerah tetap memperhatikan
dan berpedoman pada Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, bahwa penyampaian
Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 sudah dimulai sejak tanggal 24 Juli 2018 yaitu
dengan menyampaikan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2019, dan penandatanganan
MOU telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2018,

2. Kebijakan APBD tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp.239,75 M apabila dibandingkan
dengan PAD Tahun Anggaran 2018 sebelum perubahan sebesar Rp.239,75 M mengalami
penurunan sebesar 5,9 %. Perlu kami jelaskan bahwa Anggaran PAD Tahun 2019 memang
mengalami penurun karena adanya regulasi baru berdasarkan Surat Edaran Kemendagri
Nomor 20 Tahun 2018 tentang penganggaran Dana BOS untuk Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama dimana pada tahun 2018 dianggarkan pada pos PAD sebesar Rp.21,54
M tetapi pada tahun 2019 dianggarkan pada pos penefimaan hibah pada Lain-ain
Pendapatan Yang Sah sehingga target PAD tahun 2019 berkurang sebesar Rp.21,54 M.
Disamping itu dalam RAPBD 2019 target penerimaan pajak telah dinaikan menjadi Rp.192,45
M sebelumnya tahun 2018 Rp.187.45 M sedangkan target restribusi diturunkan menjadi
Rp.9,69 M sebelumnya Rp.10,87 M.

3. Dari struktur APBD Tahun 2019 yang disampaikan pada nota keuangan, komposisi jumiah
Belanja Tidak Langsung dengan persentase 49,32 % dan untuk Belanja Langsung sebesar
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Sebelum saya akhir izinkan saya menyampaikan 2 (dua) bait pantun, yakni :
Mencari beras singgah ke pasar raya
Beras dimasak tuk hidangan bersama
APBD 2019 agendakan pembahasannya
Akhir Nopember target pengesahannya
Putihnya melur diujung dahan
Bunga kamboja elok rupawan
Terima kasih kami ucapkan
Atas kehadiran para undangan
Terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Protokol :
Demikian Rapat Paripuma pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum
warahmatulahi wabarakatuh.

Rapat selesai dan ditutup pukul 15.18 wib.

Notulis,
NETTY NU A.Md
NIP.19701107 200604 2 006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
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RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
MASA JABATAN 2014-2019

HARI : SENIN
TANGGAL : 19NOVEMBER 2018
WAKTU  : 14.05 9D 15.18 WIB
ACARA  : 1. PENYAMPAIANPENJELASAN KEPALA DAERAH TERHADAP  RANCANGAN

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2019,

2. PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI

3. JAWABAN/TANGGAPAN KEPALA DAERAH ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI.
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NO NA H A . JABATAN TANDA TANGAN
n —
2._ . _—
3 | Aow f(\lkﬁl‘l fonde | bz 2P
* qr@m fak |add. CR_ js&*ﬂﬁf‘*

| M-1anca Azoigopasa

I<alak ©PED

¢ byl

G gon (0 PP

" | S8mcds

72y &ﬂ/ﬁ/’ﬁﬁ PP

| Misannagy

* | Rdndc

T

0| @A arvddrn~ | ek Fegbermp |
" Kok e Kebo Gl
2. | M gjwl:ﬁu:r' obed Jumn.hsot_-, Y msas f{z'%:i
B g M;f*l;;nl l"{*”‘c"-‘ﬂ- i [
14, ai'/'ﬂ
ML LA Kagubug Fo8 - Kiuam Caga i

5 | Hism eage” < | ket laaﬂ,.q 15#, P
16. | usasanno m-uj Vass ve weso 3 16. flﬁ

N |F
714 My B M Korl  Lomear I \i v A
® 1 E MDA Cekptanc Des Lee L
19, IR F 4 p‘gmdkﬁ (?ﬂ?‘r{) 13;.-—;_— f ~
-_EU,H_E{ A \Fakar . !‘“‘NLEOQ} X & 2. /EJ,I




A A eew] e At =k ik

2\ s uppouty fo P | fooh oy Lo rmen SR i
5 | Aty tass prg, |* ¥

24 E‘"“'!K-" 2 - Vidr, Braudsacs - o '-_:/J
5 1] auh sty ok 2\

26. j*'ftﬁ"' Mirr~ St UY’L"" (Sl \ 2, / L’..--*‘
27. F—P'u:.g WAW: Hbem va | /)
2, NURUwsn7) 11 Camar (oL oy » Qy
29, F.-‘l M&Z{Q PE,I dq‘ ol - a’.\L&_ciE,! i/’
il S Y 4
. ém&ﬂaﬂ leM ;m'h:hmhs-%rr 31-‘@' /,

2 )\{PM\V\.. AR eetmand e
o e Casbarg s * b

%4, 3—0 M'\J [ W(?L- ! [ e

| Khmeu C Gans, et puocaes |

% | prC Yl Tk Some :
T A o e e XA
3. A’-’thﬂq"t Ese. frrat mn ?'}r‘* - |
B Nk Conn ‘c:.,;fﬁﬂmw bep » L

9. | Pekt peivs bebdﬂ‘ Wasis Paq \egsm A ‘E'//'_'_
N Aﬂg.f-w / Okp

42. Dy &H- & n Qep

“ [Zana| Kafon [l 6kerD

“ DA ALeSA KRS feeelp

s [ A ML v Crpivic AL

46. \<tmxran - A opvica '
Tl Moy B0 | Loty PP pA pposy| \ |
“ | Dowry Palipy W/ | Gtk Q'\@l"

. .#\uip:. PN t"‘&"‘[‘ Tt v a ‘B{VJ



0| ~Laeednn, ¢ Kool il 5 Ao
U Noferal BAk s

B wdeen | R L ey |0

O khamas | Kebag umom Bppo. | (e
2 | Jamsvay ¥azlaygol W
|| Aeer Qumcsao | W Gavsat Guny \esany At
5. ME#‘ o b 0. 57.( = \
0 febiamsve | Pusd BAED * |
%1 sl L2 | GO (@ NW
» Bne Torburen €0. J\

o | Ce tortt e b f;t,_\ A\

2 | b — R 7 i '1— 62.

* | Ruontg PR TR 24

8. | averao U BAS. POACRIMTAHAN /fj 5‘-_4:; ,.
S | Waleyme Radvnar | Lueah ol s X (41, ]
5| (o 02 | (R yuomy Oy

T Yvset PR i

68. 68.

69. 69.

70, 70.

1. 7.

72. 72.

73. 73.

4. 74,

75. 75,

76, 76.

7. .

78. 78.




